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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia sampai sekarang masih terus berjalan dengan 

bertujuan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Seperti tertera pada 

Pembukaan Undang-undang dasar 1945 tujuan pembangunan nasional adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi 

seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia 

dan perdamaian abadi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015). Dalam 

pembangunan sendiri terdapat pembangunan nasional dan pembangunan daerah 

yang dilakukan dalam berbagai aspek untuk mencapai tujuan nasional. 

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi yang di mana 

seluruh kegiatan pembangunan dan pemerintahan diatur sendiri sesuai ketetapan 

yang  ada. Telah dicantumkan dalam UU No 32 Tahun 2004, otonomi daerah 

diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai peraturan perundang-undangan (Ristanti & Handoyo, 2017). Tahun 2001 

otonomi dan desentralisasi daerah mulai diterapkan dan diharapkan menjadi 

langkah yang tepat bagi Indonesia dalam menghadapi era globalisasi dengan 

meningkatkan kinerja di bidang perekonomian daerah. Dengan  diberlakukannya 

otonomi, daerah diharapkan dapat melakukan semua kegiatan dengan mandiri. 

Pembangunan daerah memanfaatkan sumber daya yang dominan di daerah 

tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.  
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 Pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya memanfaatkan sumber daya 

yang dominan, juga pastinya memerlukan sumber pendapatan yang besar agar 

semua pembangunan dapat berjalan lancar. Sumber pendapatan daerah terbesar 

diperoleh dari pajak. Suatu daerah harus meningkatkan penerimaan dari sektor 

pajak maupun retribusi. Pajak sendiri menurut UU No 16 tahun 2009 memiliki 

pengertian iuran pokok wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung (Undang-Undang Republik Indonesia, 

2009).  

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang digunakan untuk menjadi 

sumber penerimaan utama dalam membiayai semua keperluan, tugas, fungsi, dan 

kewajiban pelayanan pemerintahan daerah kepada rakyatnya (Irawan & A. 

Fitriani, 2019). Dengan adanya pembangunan daerah masyarakat dapat merasakan 

fasilitas yang tersedia dan itu memiliki dampak penting secara tidak langsung. 

Seperti pembangunan jembatan dan pembangunan jalan yang dapat 

menghubungkan daerah, menjadikan perjalanan menjadi lancar. Dan manfaat lain 

yang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

Ada total 16 pajak yang berbeda di tingkat daerah (5 pajak provinsi dan 11 

pajak kabupaten/kota). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak 

Air Permukaan, dan Pajak Rokok adalah contoh pungutan tingkat provinsi 

(Ramadani, 2019). 
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Tabel 1 1 Jumlah Kendaraan Bermotor 

 Jumlah Kendaraan Bermotor di UPTB Wilayah Pagaralam 

2019 12.905 (Unit) 

2020 19.118 (Unit) 

2021 18.576 (Unit) 

Sumber : Uptb Bappenda/Samsat Pagaralam 2022 

Tabel 1 2 Jumlah Unit Kendaraan Bermotor di Kota Pagaralam 2021 

No Jenis Kendaraan 

Jumlah Unit 

2019 2020 2021 

1 Sedan 5 10 6 

2 Jeep 25 61 53 

3 Minibus 239 307 370 

4 Microbus 2 2 6 

5 Bus 10 10 10 

6 Pick Up (Pu) 85 99 112 

7 P Double Cabin 2 7 4 

8 P Blind Van 1 33 1 

9 Light Truck (Lt) 21 1 36 

10 Lt Box 1 1 1 

11 Lt Dump 3 7 1 

12 Lt Tangki 1 2 1 

13 Truck 6 1 3 

14 Ransus Ambulance 6 3 3 

15 Sepeda Motor R2 1.132 1.238 1.301 
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Jumlah Bulan  Ini 1.533 1.782 1.908 

Jumlah S/D Bulan Lalu 11.372 17.336 16.668 

Jumlah S/D Bulan Ini 12.905 19.118 18.576 

Sumber : Uptb Bappenda/Samsat Pagaralam 2022 

Jumlah Unit kendaraan bermotor pada bulan desember 2021 sebanyak 

1.908 unit dan jumlah unit dalam satu tahun 2021 sebanyak  18.576 unit. Jenis 

kendaraan roda 2 menjadi unit paling banyak di Kota Pagaralam pada tahun 2021. 

Tahun 2020 Jumlah Unit kendaraan bermotor pada bulan desember 

sebanyak 1.782 unit dan jumlah unit dalam satu tahun 2020 sebanyak  19.118 

unit. Jenis kendaraan roda 2 menjadi unit paling banyak di Kota Pagaralam pada 

tahun 2021 yaitu sebanyak 1.238 unit. Tahun 2020 memang lebih banyak jumlah 

unit kendaraan bermotornya dibandingkan dengan tahun 2021. 

Jumlah Unit kendaraan bermotor pada bulan desember 2019 sebanyak 

1.132 unit dan jumlah unit dalam satu tahun 2019 sebanyak  12.905 unit. Jenis 

kendaraan roda 2 masih menjadi unit paling banyak di Kota Pagaralam pada tahun 

2019. 

Jenis kendaraan sepeda motor roda 2 selalu menjadi jenis kendaraan yang 

lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan roda 4. Hampir semua jenis 

kendaraan di Kota Pagaralam unit kendaraannya bertambah dari tahun 2019 

sampai 2021. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Pagaralam terus bertambah dari 

2019 sampai 2021. Dari tahun 2019 ke 2020 jumlah kendaraan bermotor di 

Pagaralam mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 46% dari 11.234 unit 

menjadi 16.429 unit kendaraan bermotor. Namun, di tahun 2021 berkurang 1% 

menjadi 16.275 unit kendaraan bermotor. Dengan bertambahnya unit kendaraan 
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bermotor dari tahun 2019 seharusnya pemungutan pajak kendaraan bermotor juga 

akan meningkat jika semua wajib pajak patuh dalam membayar pajak. 

Tabel 1 3 Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 

 Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor UPTB Wilayah Pagaralam 

2019 Rp. 578.742.230 

2020 Rp. 715.292.093 

2021 Rp. 1.067.241.622 

Sumber : Uptb Bappenda/Samsat Pagaralam 2022 

Jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Pagaralam meningkat 

sebesar 24% dari tahun 2019 ke tahun 2020 dengan total tunggakan sebesar Rp. 

578.742.230 di tahun 2019 dan bertambah menjadi Rp. 715.292.093 di tahun 

2020. Tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 49% yaitu total 

tunggakan menjadi Rp. 1.067.241.622. Tunggakan ini terjadi karena banyak 

faktor seperti kendala ekonomi, mata pencaharian masyarakat yang mayoritasnya 

berkebun dan petani, lalainya wajib pajak dalam membayar pajak, kurangnya 

pengetahuan dalam membayar kewajiban pajak dan adanya pandemi Covid-19  

pada tahun 2020 dan 2021 di Indonesia. Terjadi peningkatan jumlah tunggakan 

terjadi cukup tinggi di tahun 2020 dan 2021 mengingat di Indonesia mulai 

terjadinya Pandemi Covid-19 dan seluruh daerah terkena dampak pandemi ini. 

Pagaralam salah satu kota yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang 

menyulitkan masyarakat dalam segi ekonomi. Membayar pajak merupakan suatu 

kewajiban yang harus dibayar walaupun dengan adanya pandemi ini, yang 

menyebabkan di tahun 2020 dan 2021 tunggakan pajak kendaraan bermotor 

menjadi tinggi karena ketidakmampuan masyarakat dalam melaksanakan 

kewajiban membayar pajak karena ekonomi sulit terkena pandemi Covid-19. 
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Pemerintah Sumatera Selatan membuat kebijakan dalam menanggapi 

wabah Covid-19; Kebijakan yang dikenal dengan Peraturan Gubernur ini menjadi 

dasar digulirkannya skema pengurangan pajak kendaraan bermotor di provinsi 

tersebut. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2020 dan Nomor 21 

Tahun 2021 menjadi landasan hukum untuk melaksanakan program pemutihan 

PKB tahun 2020. “Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 merevisi Peraturan 

Gubernur Nomor 30 Tahun 2020, yang penghapusan sanksi administrasi 

pembayaran pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama 

kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Selatan. Ketentuan Pengurangan Pajak 

Kendaraan Bermotor Secara Progresif dan Penghapusan Sanksi Administratif 

Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Peraturan 

Gubernur Nomor 21 (BPK RI, 2021).” Langkah pengurangan pajak Sumsel 

berlandaskan Peraturan Gubernur ini. Kebijakan perpajakan pemerintah adalah 

dengan menerapkan pembebasan pajak kendaraan bermotor, antara lain 

penghapusan prinsip Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sanksi administrasi, dan 

bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Wajib pajak pajak kendaraan 

bermotor akan melihat pengurangan tunggakan karena pemotongan pajak ini 

(Iglesias, 2021). 

Palembang melaksanakan program Pemutihan Pajak Berkendara (PKB) 

selama 3 bulan dalam setahun terhitung 1 Oktober sampai 31 Desember 2021. 

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, Lewat program pemutihan 

pajak kendaraan ini diharapkan menjadi sebagai salah satu upaya peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukan lagi program tersebut 
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diharapkan dapat membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dan 

masyarakat yang telat dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor (Adi, 2021) 

Pagaralam menjadi salah satu kota di Sumatera Selatan yang menerapkan 

program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Pemutihan Pajak, warga kota 

Pagaralam antusias urus perpanjangan pajak kendaraan. Dikatakan langsung oleh 

kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Pagaralam Tabrani 

Malian SSos dan didampingi kanit Regident Iptu Mike Rudi terkait pelaksanaan 

program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pagaralam (Asnadi, 2021) 

“Ya, program pemutihan pajak kendaraan ini, kita akui sangat direspon 

baik oleh masyarakat Pagaralam. Artinya, pokok tunggakan pajak 

kendaraan tetap dibayar, hanya saja denda bunga atau administrasi 

lainnya itu yang dibebaskan”  

 

Tujuan diadakan program pemutihan pajak berkendara untuk meringankan 

beban biaya administrasi bagi wajib pajak yang menunggak atau telat dari tanggal 

jatuh tempo. Dengan dilaksanakan program tersebut diharapkan agar wajib pajak 

membayar lagi pajak kendaraan bermotor pribadinya (Martadani & Hertati, 2019). 

Menghitung tingkat efektivitas dalam Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat 

dengan melihat data dari target dan juga realisasi pada tahun yang akan diteliti dan 

akan membandingkan data sebelum dilakukan program pemutihan pajak 

kendaraan bermotor dan setelah dilakukan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor ini. Serta, dilihat dari tercapai tidaknya dari beberapa indikator yang 

dituju baru dapat dilihat seberapa efektif dari adanya program tersebut.   

Tabel 1 4 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

 2019 2020 2021 2022 (Jan-Feb) 

PKB Rp. 5.642.593.801 Rp. 9.203.460.325 Rp. 9.365.787.450 Rp. 235.143.000 
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POKOK Rp. 4.978.455.400 Rp. 8.148.785.550 Rp. 8.522.491.225 Rp. 94.057.200 

TUNGG

AKAN 
Rp. 278.408.650 Rp. 741.001.375 Rp. 490.783.100 Rp. 117.571.500 

DENDA Rp. 266.825.651 Rp. 218.556.325 Rp. 258.474.825 Rp. 23.514.300 

BUNGA Rp. 118.904.100 Rp. 95.117.075 Rp. 94.038.300 Rp. 235.143.000 

Sumber : Uptb Bappenda/Samsat Pagaralam 2022 

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pagaralam dari tahun 2019 

ke 2020 meningkat sebesar 63% dari Rp. 5.642.593.801 menjadi Rp. 

9.203.460.325 dikarenakan pada 2020 pemerintah Sumatera Selatan 

melaksanakan program pemutihan pajak di seluruh daerah Sumsel termasuk kota 

Pagaralam. Tahun 2020 ke 2021 penerimaan PKB hanya meningkat sebesar 2% 

dari Rp. 9.203.460.325 menjadi Rp. 9.365.787.450 dan di tahun 2021 juga 

melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan dasar 

pelaksanaan Peraturan Gubernur yang berbeda. Untuk tahun 2022 data yang 

tersedia baru bulan Januari dan Februari. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pungky Dwi Martadani dan Diana Hertati 

memiliki hasil penelitian bahwa efisiensi dalam pelaksanaan program pemutihan 

di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang 1) efisiensi bahwa 

pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efisien karena 

mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, 2) kecukupan 

dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena mendapat 

dukungan dari wajib pajak dalam hal pemenuhan harapan, pemenuhan kebutuhan 

dan nilai ekonomi bagi masyarakat yang di rasa cukup membantu. 3) Perataan 

dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah merata karena sebagian 

besar wajib pajak mendapatkan kesempatan dalam program tersebut. 4) 

Responsivitas dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah mendapat 
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respon yang positif dari masyarakat karena dengan adanya program pemutihan ini 

dirasa oleh masyarakat dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat. 

5) Ketepatan dalam program (Martadani & Hertati, 2019). 

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak 

terlaksana dengan baik dan efektif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Susi Hariyanti dkk, memiliki hasil penelitian pelaksanaan pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPT DDP Medan Selatan untuk bea 

balik nama adalah sebagai berikut: a) Komunikasi untuk menyelesaikan 

permasalahan pajak kendaraan bermotor yang telah teridentifikasi dan 

dilaksanakan dengan baik dengan memenuhi dimensi transmisi (transmisi) , 

kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency), sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan daerah (PAD) kota Medan di bidang pajak kendaraan. b) Sumber 

Daya Manusia untuk mengatasi permasalahan pajak kendaraan bermotor yang 

sudah teridentifikasi dengan baik dengan indikator Sumber Daya Manusia, 

Sumber Daya Anggrek dan Sumber Daya Kewenangan sudah terpenuhi, namun 

indikator Sumber Daya Peralatan masih memiliki kendala dimana ketika wajib 

pajak kebanjiran dalam menjalankan kewajibannya sering mereka hadapi fasilitas 

pelayanan dan pembayaran yang terbatas yaitu Payment Counter. c) Disposisi 

untuk mengatasi permasalahan pajak kendaraan bermotor yang telah 

teridentifikasi masih memiliki kendala dimana proses pelaksanaan yang 

berlangsung di UPT PPD Medan Selatan belum optimal dimana masih kurangnya 

hubungan yang erat antara UPT PPD Medan Selatan dengan daerah terkait. 

instansi pemerintah yang membantu tim teknis menyebabkan pelayanan perizinan 

yang diselenggarakan oleh UPT PPD Medan Selatan sedikit merepotkan dalam 
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optimalisasi pelayanan. d) Struktur organisasi untuk mengatasi permasalahan 

pajak kendaraan bermotor yang telah teridentifikasi masih memiliki kendala 

(Hariyanti et al., 2021). Dapat disimpulkan program pemutihan pajak yang 

dilaksanakan di UPT PPD Medan Selatan ada yang telah mencapai dan memenuhi 

beberapa indikator namun ada yang masih memiliki kendala dalam pencapaian 

indikator tersebut. 

Dari fenomena dan GAP penelitian serta uraian diatas peneliti tertarik 

melakukan penelitian terkait Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan 

mengangkat judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak 

Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor Di Kota Pagaralam selama masa pandemi Covid-19  (Studi Kasus 

Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Pagaralam)” 

1.2 Rumusan Masalah  

       Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut :  

Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan 

bermotor di Kota Pagaralam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa tingkat efektivitas 

pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Pagaralam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 
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      Penelitian ini diharapkan berguna di bidang ilmu akuntansi perpajakan, 

khususnya dalam kajian tentang efektivitas pelaksanaan program 

pemutihan pajak. Penelitian ini memberikan gambaran seberapa efektif 

program pemutihan pajak kendaraan bermotor di UPTB Wilayah Kota 

Pagar Alam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

      Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan seberapa efektif program 

pemutihan pajak kendaraan bermotor di UPTB Wilayah Kota Pagar Alam. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat memberikan 

informasi seberapa efektif program pemutihan pajak kendaraan bermotor 

di Kota Pagaralam pada masa pandemi Covid-19 dan dapat memberikan 

informasi yang tepat untuk melakukan keputusan atau kebijakan dalam 

pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor lagi di Kota 

Pagaralam. 
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